
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1095, 2018 KEMENKES. Program Bantuan Biaya Fellowship 

bagi Dokter Spesialis.  

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2018 

TENTANG 

PROGRAM BANTUAN BIAYA FELLOWSHIP BAGI DOKTER SPESIALIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa jumlah dokter subspesialis untuk memberikan 

pelayanan subspesialistik belum terpenuhi sehingga 

diperlukan dokter spesialis dengan sebagian kewenangan 

subspesialistik untuk menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit kelas A dan kelas B milik 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 

b. bahwa dokter spesialis dengan sebagian kewenangan 

subspesialistik dapat dipenuhi melalui fellowship; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Bantuan 

Biaya Fellowship bagi Dokter Spesialis; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Nomor 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4481); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5434); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang 

Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5777); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 
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Negara Republik Indonesia Nomor 1340) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah 

pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 

tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 

133); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM 

BANTUAN BIAYA FELLOWSHIP BAGI DOKTER SPESIALIS 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Fellowship adalah program pendidikan dan/atau 

pelatihan profesi tambahan bagi dokter spesialis dan 

dokter gigi spesialis dengan kurikulum dan pencapaian 

kompetensi sebagian dari subspesialis terkait. 

2. Program Bantuan Biaya Fellowship yang selanjutnya 

disebut Program Bantuan adalah bantuan biaya yang 

diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk membiayai 

peserta fellowship. 

3. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi 

profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di 

bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas 

mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. 

4. Peserta Penerima Program Bantuan yang selanjutnya 

disebut Peserta adalah para dokter spesialis dan dokter 

gigi spesialis yang mengikuti Fellowship. 
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5. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil 

Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang 

telah diregistrasi. 

6. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai 

pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. 

7. Tim Pelaksana Program adalah tim yang melaksanakan 

dan mengelola Program Bantuan. 

8. Rumah Sakit Pengusul adalah rumah sakit milik 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah kelas A atau 

kelas B yang memberikan pelayanan subspesialistik  

9. Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan 

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

11. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut 

Kepala Badan adalah unit kerja eselon I di lingkungan 

Kementerian Kesehatan yang dalam tugasnya 

bertanggung jawab kepada Menteri untuk urusan 

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia 

kesehatan. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: 

a. pemenuhan kebutuhan pelayanan subspesialistik di 

Rumah Sakit; dan 

b. memberikan pedoman bagi peserta, penyelenggara, dan 

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program 

Bantuan 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Program Bantuan diberikan oleh Menteri kepada Peserta 

fellowship. 

(2) Peserta fellowship sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang 

berstatus sebagai pegawai negeri sipil; dan 

b. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang 

berstatus sebagai pegawai pada badan layanan 

umum dan badan layanan umum daerah. 

(3) Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan oleh Kepala Badan. 

 

Pasal 4 

(1) Dalam pelaksanaan Program Bantuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan atas nama 

Menteri membentuk Tim Pelaksana Program.  

(2) Tim Pelaksana Program sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), terdiri atas unsur yang meliputi: 

a. Kementerian Kesehatan; 

b. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI); 

c. Kolegium; dan 

d. Perhimpunan. 

 

Bagian Kedua 

Perencanaan 

 

Pasal 5 

Program Bantuan dilaksanakan berdasarkan perencanaan 

yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan. 
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